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ABSTRAK

TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH SATU
PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/P1D.SUS/2019/PN.SON)

Yudhistira Anshory Batu Bara
1706200211

Merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara
dapat menyebabkan keuntungan oleh pasangan calon lainnya yang yang terlibat
pada saat kampanye di Kabupaten Maybart yang dimana tindakan yang dilakukan
oleh Pejabat Negara tersebut merupakan unsur kesengajaan. Oleh sebab itu,
kerugian terhadap pasanagan calon lain yang dilakukan oleh Pejabat Negara harus
dipertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan pengadilan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum dan proses
Pemilihan Umum serta juga menganalisis mengenai Putusan Hakim Mahkamah
Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON terhadap Pejabat Negara yang
merugikan salah satu pasangan calon.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan
mengolah data dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada
Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.Son terkait kasus tindak pidana pemilu
yang merugikan pasangan calon lainnya yang disebabkan oleh Pejabat Negara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan
Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.Son Hakim memutuskan terdakwa lepas dari
tuntutannya berdasarkan fakta yang terjadi terdakwa terbukti melakukan
kesalahannya dan melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Padahal dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
tersebut merugikan pasangan calon yang lain yang mana terdakwa mengajak
kepada masyarakat agar memilih untuk memenangkan pasangan calon sahabat
Seby dengan mengiming imingkan masyarakat kabupaten maybart. Seharusnya
Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Dimana menurut penulis
Hakim kurang mempertimbangkan hukuman yang diberikan untuk si terdakwa
yang seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan
dan di denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemilu, Merugikan dan Pasangan Calon
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh
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Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas
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terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama
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Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-
tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah
mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Sampai memberikan
kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam
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yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah,



kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun
disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan
yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang
diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan
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Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan,
Hormat Penulis

YUDHISTIRA ANSHORY BATU BARA
1706200211




DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK ..o [
KATA PENGANTAR ..o i
DAFTAR IS oo %

BAB | PENDAHULUAN

A, Latar BelaKang ........cccvoveiiiiiieie e 1
1. Rumusan Masalah ... 6
2. Faedah Penelitian ... 7
B. Tujuan Penelitian ..........cceveiieiieiisec e 7
C. Definisi Operasional ...........ccccceviveiiiieiieie e 8
D. Keaslian Penelitian ..........cccooviiiiiiiiiiiecce e 9
E. Metode Penelitian ...........ocooeiiiiiiiiineneee e 10
1. Jenis dan Pendekatan ...........ccoccoeriiiieineneee e 10
2. Sifat Penelitian ... 11
3. SUMDEE DAL ....oveviiiiiieieie e 11
4. Alat Pengumpul Data .......ccoeviviiieiiicie e 12
5. ANALISIS DALA .....coveviiiiiiec s 12



BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

AL PEMIIU e 14
B. Tindak Pidana Pemilu .......c..oeeeeeeeeeee e 17
C. Pejabat NeQara ........ccccceieiiieiieie et 24

BAB Il HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu
yang merugikan salah satu Pasangan Calon .............ccccocveveiieieennnns 31
B. Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia ....................... 50
C. Analisa dari Putusan Mahkamah Agung

Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON .......cccooiiiiiiiiiieeeeesesie 58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A KESIMPUIAN ... 90
B.  SAIaN ..o 92

DAFTAR PUSTAKA

Vi



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1
ayat (2) yang menyatakan bahwasanya kedaulatan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan
adannya Ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin proses dan metode serta kualitas
penyelenggaraan Pemilu untuk dapat menerapkan prinsip langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa
“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur
dan adil setiap 5 tahun sekali”. Dalam ketentuan pemilihan umum yang dimana
memberikan beberapa landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu
instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diartikan,
Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara lansgung dan
tidak boleh diwakilkan. Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh
warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas, berati pemilih
diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun,
kemudian Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih itu sendiri. Prinsip
jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan

aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat



memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang
sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Prinsip adil, adalah
perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada
pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.
Prinsip jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu,
melainkan juga kepada penyelenggara pemilu.*

Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur
dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu
dilakukan dengan Undang-Undang yang telah di tentukan, yakni Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang
Pemilu tersebut dalam penegaknya memiliki beberapa paradigmatic instrument
yuridis yang berbeda dalam penyelesaiannya. Diantarannya adalah melalui hukum
administrasi pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan hukum pidana pemilu.

Sehingga kepentingan dan aspirasi rakyat juga dikumpulkan dan dijadikan
dasar dalam suatu pembentukan Undang-Undang melalui para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk
memilih orang-orang yang akan menjadi Wakil Rakyat dalam menjalankan suatu
Pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan Pemilu. Pemilihan Umum

merupakan suatu proses untuk memilih seseorang dalam mengisi jabatan-

! Christo Semuel Junior Kilapong. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Lex Crimen
Vol. IX No.03 halaman 219.



jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut beraneka ragam, mulai
dari Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat Pemerintahan, sampai Kepala
Desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara
persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations,
komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di
negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilihan Umum,
teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau
politikus selaku komunikator politik.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi Kedaulatan
Rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui
“penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di
Parlemen maupun Pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu
rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada Pemerintah.

Tindak Pidana Pemilihan Umum vyaitu pelanggaran terhadap ketentuan
Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus
Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Pengawas Pemilu, dan diproses oleh
Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Kejaksaan. Hakim akan
mengadili dan menghukum Para Tersangka sesuai dengan ketentuan Pidana
Pemilu, berupa sanksi Hukuman Penjara dan ataupun Denda.* Tindak Pidana
Pemilu dapat berlaku Asas Umum dalam Hukum Pidana. Yakni, Asas Legalitas;

yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa harus berdasarkan

2 Fajlurrahman Jurdi. 2018. “Pengantar Hukum Pemilihan Umum”. Jakarta: Kencana.
halaman 1.

® Ibid., halaman 1.

* Ibid., halaman 241.



ketentuan Pidana menurut Undang-Undang yang ada terlebih dahulu daripada
perbuatan itu sendiri. Dimana suatu Tindak Pidana Pemilu dapat disebut sebagai
Tindak Pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi,
“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” artinya, tidak ada
perbuatan pidana tanpa ketentuan Undang-Undang terlebih dahulu yang
mengaturnya.’

Atas dasar hal tersebut, maka suatu Tindak Pidana Pemilu harus jelas
sudah diatur terlebih dahulu didalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu
atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikualifikasikan
sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “apa”
dan “bagaimana” Tindak Pidana Pemilu di dalam Peraturan Perundang-Undangan,
maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun
Peserta Pemilu yang secara moral maupun politik dianggap tidak terjadi suatu
pelanggaran, maka tidak ada Hukuman Pidana baginya.®

Permasalahan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, si Terdakwa sebagai Pegawai Negeri
Sipil selaku Pjs. Kepala BAPEDDA Kabupaten Maybart dan juga sebagai
Sekretaris BAPEDDA Kabupaten Maybart yang diangkat berdasarkan Keputusan
Bupati Mybart. Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemilu yang bertempat di
Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybart, tepatnya di suatu rumah
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong. Si

Terdakwa dengan sengaja membuat keputusan melakukan Tindak Pidana yang

® Faisal Riza. 2020. “Hukum Pidana Teori Dasar”. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
halaman 51.
® Op.cit., halaman 242.



menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye.
Pada masa kampanye hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00
Wita, Terdakwa datang dengan membawa mobil dinas Toyota INNOVA Nomor
Plat PB 5013 VA ke tempat Acara Deklarasi Tim Pemenangan Sahabat SEBY dan
Penyampaian Arahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian si Terdakwa
melakukan pidato menggunakan mikrofon didepan peserta yang hadir dalam
mengikuti Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjumlah sekitar 100
(seratus) orang, untuk mengajak, menghimbau dan menyerukan agar mendukung
penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pasangan Calonnya. Yang mana
Tindakan Terdakwa telah menguntungkan salah satu Partai Politik dan Pasangan
Calonnya, dan juga telah memberikan peluang kemenangan bagi Partai Politik dan
juga Pasangan Calonnya pada Pemilu Tahun 2019.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON ini,
Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa menurut Hukum,
Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana “Pemilihan Umum”
yang diatur dan diancam Pidana Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang menyatakan; Bahwa setiap Pejabat Negara yang
dengan sengaja membuat suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye,
maka akan dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan Denda
paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sehingga didalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, si

Terdakwa di bebaskan atas dasar pertimbangan Hakim bahwasanya si Terdakwa



ini bukan seorang Pejabat Negara yang tidak sesuai dengan Pasal 122 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan
didalam Pasal 122 huruf n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa Pejabat Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121 yaitu huruf n ialah “Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh
Undang-Undang”. Di dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwasanya pegawai ASN
dapat menjadi Pejabat Negara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penulis ingin
mengkaji untuk mengangkat Putusan tersebut sebagai penelitian Tugas Akhir
yang berjudul: TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH
SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT
NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 38/PID.SUS/
2019/PN.SON).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk
mencapai tujuan dari penelitian ini, maka Penulis akan menguraikan dan
menjelaskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang

Merugikan Salah Satu Pasangan Calon?
b. Bagaimana Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia?



c. Bagaimana Hasil Analisa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor
38/P1D.SUS/2019/PN.SON?
2. Faedah Penelitian
Faedah Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis
maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Faedah Teoritis adalah
faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada
ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini berfaedah
sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.’
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian
bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu
pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Pidana. Penelitian ini
mengkaji Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Paslon yang
dilakukan oleh Pejabat Negara.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap

praktisi hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.

B. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat
memecahkan suatu permasalahan.

Dengan demikian Tujuan Penelitian ini adalah:

" 1da hanifah, dkk. 2018. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”. Medan: Pustaka
Prima. halaman 16.



1. Untuk mengetahui Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu
yang merugikan salah satu Pasangan calon yang dilakukan oleh Pejabat
Negara.

2. Untuk mengetahui Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia.

3. Untuk mengetahui secara jelas isi dari Putusan Mahkamah Agung

Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti, berdasarkan judul penelitian “Analisis Putusan Tindak Pidana
Pemilu yang merugikan salah satu Pasangan Calon yang dilakukan oleh Pejabat
Negara (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON)”.
Definisi Operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal
mana pelanggaran tersebut diancam Sanksi Pidana dalam Undang-
Undang Pemilu.?

2. Merugikan adalah mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti
kerusakan, kesusahan).’dalam hal penelitian ini menguntungkan
seseorang agar tercapai keinginannya dengan mendatangkan rugi bagi

orang lain.

& Khairul Fahmi. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. Dalam jurnal Konstitusi
Vol.12 No.2 halaman 267.

° KBBI, “Merugikan”, melalui http://KBBI.Web.Id/rugi diakses Rabu, 21 Juli 2021,
Pukul 12.30 Wib.
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3. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada di
Lembaga Negara.’® Namun dalam penelitian ini yang dimaksud Pejabat

Negara adalah Kepala dari Bapedda dan juga Sekretaris dari Bapedda.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyakini bahwa penelitian tentang Tindak Pidana Pemilu
merupakan pembahasan yang sudah banyak di teliti dikalangan peneliti. Karena,
karya tulis ini bukan hal yang baru lagi dalam bidang ilmu hukum.

Disini Penulis telah melakukan beberapa pencarian melalui segala media
yang ada, dan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan
pembahasan yang Penulis teliti terkait dengan judul “Analisis Putusan Tindak
Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh Pejabat
Negara (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON)”.

Ada dua judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir
sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Budi Saputra, NPM 1506200042, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang
berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (STUDI PADA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM KOTA BINJAI)”. Di dalam penelitian ini lebih mengkaji

tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu oleh sentra

10 Fritz Edward Siregar. 2020. “Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di
Pilkada”. Jakarta: Konstitusi Press. halaman 100.
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penegakan hukum terpadu dan si penulis melakukan analisis tetapi
penelitian di Kota Binjai.

2. Bobby Maha Putra Wijaya, NIM 502011071, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015 yang
berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN
2014 DI PENGADILAN NEGERI KLAS I B LUBUKLINGGAU”.
Di dalam penelitian ini lebih mengkaji tentang proses penyelesaian
perkara tindak pidana pemilu pada pemilihan legislatif pada tahun
2014, dimana perubahan hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara dan
lemahnya pengawasan Panwaslu.

Dari kedua skripsi diatas, secara substansi dan pembahasan berbeda
dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Kajian substansi dan
pembahasan yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu tentang Tindak
Pidana Pemilihan Umum yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh

Pejabat Negara.

E. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis dan Pendekatan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu
disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsepkan sebagai apa

yang tertuliskan di peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian
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terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis.*!
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan
keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.*?

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam
hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait analisis hukum terhadap
Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh
Pejabat Negara yang di dalam putusan Mahkamah Agung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang terdiri
dari hukum islam, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 8 serta Data Sekunder antara lain
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data
sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat, seperti

yang ada di dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1 Op. Cit., halaman 19.
12 Ibid., halaman 20.
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti yang ada di dalam penelitian ini
yaitu berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas
meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada
dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.*®

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum ataupun

bahan dari internet.

4. Alat Pengumpul Data
Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian

ini adalah studi kepustakaan.**

5. Analisis Data
Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian
kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil
dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan
secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu
pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber

aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.”® Dalam analisis

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. “Penelitian Hukum Normatif ““. Depok:
Rajawali Pers. halaman 24.
% 1bid., halaman 21.
15 Zainuddin Ali. 2015. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika. halaman
105.
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kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan
menggambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah

diperoleh.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilu

Pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*° Pemilihan umum dimaksud,
diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap warga
negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan
yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan pemerintahan dari pusat
hingga ke daerah dan yang menarik adalah bahwa ternyata pelaksanaan pemilu
bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas langsung,
dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilin mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin kesempatan
yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan,
dan status sosial.

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin
negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas
penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara.

Karena pemilu merupakan konsekuensi negara demokrasi, pemilu merupakan

® Dedi Mulyadi. 2013. “Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam
Perspektif Hukum Di Indonesia”. Bandung: Refika Aditama. halaman 57.
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bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk
menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya,paling
tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.’’ Pemilihan umum
bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di
lembaga perwakilan rakyat atau di lembaga eksekutif.

Pemilu di Indonesia pada hakikatnya merupakan 